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ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi 
memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahan 
transnasional, sehingga peran korporasi makin sering dirasakan bahkan banyak 
mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Korporasi banyak memberikan 
kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, sehingga 
dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga sering 
menciptakan dampak negatif diantaranya pencemaran, pengrusakan lingkungan dan 
lain-lain.

Permasalahan kejahatan korporasi ini telah menjadi perhatian dunia baik 
internasional maupun nasional, dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan 
korporasi ini sangat berbahaya. Dampak negatif ini juga semakin sering dirasakan, 
sehingga untuk dapat meminimalisirkan atau mencegahnya, maka perlu dibuat 
instrumen hukum.

Dalam skripsi ini, permasalahan yang dibahas mengenai bagaimana 
pertanggungjawaban korporasi, khususnya perseroan terbatas, baik yang sudah 
berbadan hukum maupun yang belum berstatus badan hukum dalam tindak pidana 
liangkungan hidup.

Adapaun metode yang dipakai untuk pengumpulan data dalam skripsi ini 
dalam studi pustaka, yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku- 
buku karya ilmiah dan data-data internet.

Dari hasil skipsi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam 
menindak dan meminta pertanggungjawaban dari korporasi sebagai pelaku tindak 
pidana lingkungan masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan kepada pemerintah untuk 
melakukan pembenahan yang mendasar baik terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku maupun terhadap aparat penegak hukum, sehingga kejahatan korporasi 
tidak semakin berkembang.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perseroan terbatas, tindak pidana 
lingkungan hidup.
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BABI
Pendahuluan

Korporasi dalam skala besar memberikan arti yang besar bagp^mtflpMer^ _// 

ada dimana saja, dan hampir di seluruh aspek kehidupan. Namun, hal ini bisa 

mengakibatkan korporasi menjadi dengerousiminal. Korporasi merupakan subjek 

hukum yang spesial, karena bukan manusia, dan tindak pidana yang dilakukan juga 

bukan tindak pidana biasa. Akibat dari tindak pidana korporasi memberikan 

dalam kehidupan. Karakter inilah yang menyebabkan tindak pidana

1.1. Latar Belakang

gangguan

korporasi menjadi sebuah permasalahan.

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (rechtpersoon) adalah subjek yang 

hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu 

sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu menunjuk kepada adanya suatu badan yang 

diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia

alamiah (natuurlijkpersoon)

Seiring berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang

mengarah ke globalisasi, memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya

perusahaan-perusahaan transnasional. Peran korporasi semakin dirasakan banyak 

mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia.2 Kemudian, pemerintah melalui 

peraturan-peraturan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha dan

1 http: // id.wikipedia.org/wiki/Keiahatan Korporasi, diakses pada tanggal 25 Januari 2010
2 Ibid

1



2

fasilitas lainnya terhadap korporasi dan selanjutnya korporasi banyak memberikan 

kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya 

pemasukan negara dalam bentuk pajak dan devisa, sehingga dampak korporasi 

tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan 

dampak negatif.3

Dampak negatif dari korporasi yang sering dijumpai, diantaranya pencemaran, 

pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, 

eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan 

pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Luasnya dan cenderung bertahan 

lamanya dampak negatif diciptakan oleh korporasi, menjadikan perlunya hukum 

sebagai instrument pengatur dan pengayom masyarakat luas serta memberikan 

perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.4

Kejahatan Korporasi (corporate crime) merupakan salah satu wacana yang 

timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan tehnologi. Corporate 

crime bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti 

kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta 

kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak 

kejahatan beserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang 

berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk

3 Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi 
dalam Hukum Pidana Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, Cet. 2, 2004), hlm. 1

4 Ibid



3

Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-

kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai crime.

Pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam 

perkara pidana. Hal ini karena korporasi tidak mempunyai perasaan seperti 

sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian pidana penjara tidak 

mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, karena adanya dampak negatif yang 

ditimbulkan adanya kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, timbul juga 

untuk mempertanggung jawabkan korporasi dalam perkara pidana. Sekarang ini 

korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggung 

jawaban pidananya secara luas atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen-agen 

korporasi yang bertindak atas nama korporasi tersebut.6

Pergeseran pandangan mengenai korporasi dapat dipertanggung jawabkan 

sebagai pembuat disamping manusia alamiah (natuurlijk persoon), terdapat yang pro 

dan kontra. Yang kontra terhadap pemidanaan korporasi didasarkan pada doktrin 

universitas delinquere non potest, selanjutnya yang pro menerima konsep pelaku 

fungsional (fimctioneel daderschap). 7 Menurut Wolter, keperlakuan fungsional 

(fmctioneel daderschap) adalah karya interprestasi kehakiman . Hakim

merumuskannya.

manusia

5 Bismar Nasution, Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya, 
http://bismamasty.files.wordpress.eom/2007/06/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya.pdf, 
diakses pada tanggal 25 Januari 2010

SueTitus Reid, Criminal Law, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hal. 53, dikutip dari Edi 
Yunara-Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus 

7 Setiyono., op, c/7., hlm.2

http://bismamasty.files.wordpress.eom/2007/06/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya.pdf
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menginterprestasi tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya
g

memenuhi persyaratan dari masyarakat.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengenai pengaturan korporasi 

sebagai subjek tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggungjawaban 

korporasi, yaitu

1. Pengurus korporasi adalah pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;

2. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, dan

3. korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab.

Di sejajarkannya kata pelaku dan korporasi, memiliki makna maka keduanya 

dapat dimintakan pertanggung jawaban secara sendiri-sendiri, bukan alternatif. 

Filosofi pertanggung jawaban pidana individual lebih ditujukan sebagai akibat 

perbuatan individu yang mengakibatkan matinya orang lain. Sedangkan kepada 

korporasi lebih ditujukan untuk “mengganti” kerugian yang ditimbulkan. Kedua 

wujud pertanggungjawaban tersebut dalam kerangka menciptakan rasa keadilan bagi 

masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan.10

Hukum merupakan sumber kebahagiaan bagi yang terhimpit dan menderita 

(the law is the source of happiness). Demi kebahagian, hukum memaksa setiap 

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti

orang lain,

8 Setiyono, Kejahatan Korporasi, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 133-134
9 Setiyono, loc. cit
10 Lucky Raspati, Hukuman Kolektif Kejahatan Korporasi, 

http://raspati.blogspot.com/2007/12/hukuman-kolektif-kejahatan-korporasi.html. diakses pada taneeal 
25 Januari 2010

http://raspati.blogspot.com/2007/12/hukuman-kolektif-kejahatan-korporasi.html
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kerugian tersebut. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh 

barang-barang (properties), termasuk hak-hak yang berada di bawah pengawasannya.

Hukuman bagi korporasi, juga bertujuan untuk mengontrol korporasi yang 

akan melakukan kejahatan. Braithwaite (1989), dalam teori reintegrative shaming, 

mengulas pentingnya penghukuman kolektif berdasarkan pemikiran bahwa korporasi 

melakukan kejahatan harus dipermalukan, tanpa toleransi. Dengan 

mempermalukan perusahaan yang melakukan kejahatan, diharapkan perusahaan 

tersebut berbenah diri. Sementara bagi perusahaan lainnya, menjadi peringatan agar 

tidak melakukan hal serupa yang merugikan masyarakat.11

Mengenai kejahatan korporasi, dalam sistem hukum Indonesia, telah diatur di 

dalam beberapa peraturan perundang-undang, seperti Undang-undang Korupsi dan 

Undang-undang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Di dalam

yang

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengolahan Lingkungan Hidup, juga mengatur tentang pertanggungjawaban atas 

kejahatan Korporasi.12

Bentuk-bentuk korporasi (badan usaha) yang dapat dijumpai di Indonesia 

sekarang ini begitu beragam. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut 

merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari pemerintahan Belanda. Di antaranya ada 

yang telah berganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, misalnya Maatschap,

11 Lucky Raspati, loc. cit
www.hukumonline.com, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Lingkungan, 

diakses pada tanggal 25 Januari 2010

http://www.hukumonline.com
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dan Commanditaire Vennootschap (CV). Namun ada pula yang sudah di 

Indonesia kan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari

sebutan NV atau Naamloze Venoolschap.,3

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, perseroan terbatas merupakan 

salah satu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling banyak disukai orang. Hal ini 

disebabkan di samping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, perseroan 

terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk 

mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham 

yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.14

Mengenai akibat hukum dari perseroan terbatas, apabila diperhatikan secara 

berurutan. Dijumpai hal-hal sebagai berikut: 15

1. Perseroan berdiri pada waktu Akta Pendiriannya dibuat oleh Notaris.

2. Perseroan telah menjadi atau berstatus badan hukum pada saat disahkan oleh 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka tanggung jawab 

pemegang sahan menjadi terbatas.

Para pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

Firma

I.G. Rai Wijaya, Hukum Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata 
Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP&SIUP, ( Jakarta : PT. Megapoin, 2000), hlm. 1

14 Edi Yunara, op. cit, hlm. 16
15 I.G. Rai Widjaya, op. cit, hlm. 11
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Korporasi dalam banyak hal memang menampakkan dirinya sebagai yang 

menguntungkan bagi negara, seperti pembayaran pajak, penyerapan tenaga keija dan 

menghasilkan devisa bagi negara. Namun disisi lain perlu diingat, bahwa korporasi 

juga dapat melakukan kejahatan yang menimbulkan korban bergelimpangan yang 

bersifat abstrak16 Berkaitan dengan ini, apabila suatu perseroan terbatas melakukan 

tindak pidana seperti halnya tindak pidana lingkungan, maka perbuatan itu harus 

dipertanggungjawabkan.

Konsep pertanggung jawaban perseroan terbatas dalam pengolahan 

lingkungan hidup ada tiga yakni pertanggung jawaban pidana, sesuai dengan Pasal 46 

ayat (1) UUPLH No. dengan sanksi berupa denda dan tindakan tata tertib seperti 

yang terdapat dalam Pasal 47 UUPLH. Pertanggung jawaban Perdata yaitu strict 

liabiliiy sesuai dengan Pasal 35 UUPLH dan pertanggungjawaban administrasi dapat 

dikenakan sanksi administrasi dengan mencabut izinnya sesuai dengan Pasal 25 

UUPLH. Dan mengenai pengaturan tanggung jawab perseroan terbatas dalam 

pengolahan lingkungan hidup menurut prinsip good corporate governance diatur 

dalam tranparency, accountability dan responsibilityj7

Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan 

hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua

Zul Akrial, Tindak Pidana Kehutanan (illegal Logging) di 
http://ww\v.jegalitas.org, diakses pada tanggal 12 Desember 2009

17 Fnanta Felix Ginting. M., Status Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Organ Perseroan 
2010 5 SebelUm dan Sesudah Memperoleh Status Badan Hukum, diakses pada tanggal 25 Januari

Indonesia,

http://ww/v.je
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pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua

18bertanggung jawab secara tanggung rentang atas perbuatan hukum tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis bermaksud untuk mengetahui lebih 

jauh terhadap : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN 

TERBATAS TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana menetapkan Pertanggungjawaban secara pidana dalam perseroan

terbatas dalam tindak pidana lingkungan hidup?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas yang belum

memenuhi keabsahan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dalam

kasus tindak pidana lingkungan hidup?

1.3. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan utama dari penulisan ini adalah agar memenuhi syarat untuk 

mendapatkan gelar Saijana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

Namun berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana pada 

perseroan terbatas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

18 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)
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2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas yang 

belum memenuhi keabsahan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

dalam kasus tindak pidana lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan

akan memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru

terhadap pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas terhadap tindak pidana

lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca juga 

sebagai bahan untuk kajian bagi para akademis dalam menambah 

pengetahuan teratama di bidang pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas 

terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

wawasan
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1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini hanya dibatasi pembahasannya sampai pada 

pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana lingkungan hidup serta 

keabsahan pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang perseroan terbatas 

dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

:

1.6. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skirpsi ini agar lebih terarah dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penulis mengunakan metode penulisan

antara lain:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian hukum normatif atau 

disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah 

penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang 

berkaitan dengan masalah Pertanggungjawabab Pidana pada Perseroan Terbatas 

terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat 

Soeijono Seokanto mengenai pengertian penelitian normatif, yaitu penelitian hukum 

kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian 

terhadap sistemik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian 

terhadap perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum19

19 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14
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2. Sumber Data

Materi dari skripsi ini diambil dari data sekunder. Adapun data-data sekunder 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang 

Pertanggungjawaban Pidana pada Perseroan Terbatas terhadap Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup, seperti: jurnal hukum, koran-koran, karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan konsep-konsep dan keterangan-

keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dihimpun kemudian akan dianalisis menggunakan metode

normatif, yaitu data terkumpul akan diolah, dikuai ifikasikan, diuraikan dan disusun

secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk ditarik suatu kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan20.

Cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Studi Kepustakaan

Soejono, et al, Metode Penelitian Hukum, edisi ke-2, Jakarta, Rhineka Cipta, 2003, hlm. 26. 
Lihat juga Syahmin, A.K, et al, Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Unsri, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2008, hlm. 19
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Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, 

mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literature, 

yurisprudensi, majalh-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat adanya 

masalah yang akan diteliti.

Tujuan dan kegunaan studi atau data kepustakaan pada dasarnya adalah 

menunjukan jalan pemecahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang 

telah dilakukan oleh penelitian lain, maka peneliti akan lebih siap dengan

pengetahuan lebih dalam dan lengkap.

Bardasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 macam, yaitu :

Acuan Umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-1.

informasi lain yang bersifat umum, misaklan : buku-buku, indeks,

ensiklopedia dan sebagainya.

2. Acuan Khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terhadap yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti, misalkan jurnal, laporan,

tesis dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap data-data yang 

diperoleh, untuk mengambarkan pertanggung jawaban pidana pada perseroan 

terbatas terhadap tindak pidana lingkungan, selanjutnya data-data 

terkumpul disusun secara deskriiptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari

yang
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data sekunder. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan suatu kebenaran yaitu 

dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan dapat 

dilakukan pemecahan masalah serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak

hukum.
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